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ATHIFA RAMADHANI (B11111008), Kedudukan Hukum Partai Politik 
dalam Rangka Melaksanakan Tugas Konstitusional, Di bimbing Oleh  
Bapak Anshori Ilyas selaku pembimbing I dan Bapak Kasman Abdullah 
selaku Pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kedudukan partai politik 
dalam sistem ketatanegaraan serta Untuk mengetahui dan menganalisis 
kelembagaan partai politik terkait pelaksanaan tugas konstitusional.Partai 
politik disini mempunyai peran yang sangat penting dilihat dari tugas 
konstitusionalnya yang termaktub dalam perundang-undangan. Penelitian 
ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
menggunakan metode penelitian kepustakaan. 
UUD NRI Tahun 1945 Pasal (28) yang berbunyi “Kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan 
dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang” dapat terwujudkan 
salah satunya dengan cara pembentukan Partai Politik dalam sistem 
Ketatanegaraan. Dimana pembentukan Partai Politik ini dapat mewakili 
sebahagian atau seluruh kepentingan rakyat banyak. Dengan adanya 
dasar hukum di atas maka dibentuklah Undang-Undang Partai Politik 
sebagai salah satu cara untuk mendirikan sebuah partai. Partai Politik 
dikatakan sebagai badan hukum publik apabila Partai Politik menjalankan 
tugas kenegaraan  contohnya ikut serta dalam Pemilihan Umum. Partai 
politik merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai wujud 
ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam 
masyarakat demokratis. Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara 
dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang 
menghubungkan antar warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. 
Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni :Undang-
undang kepartaian yang merupakan fondasi bangunan suatu sistem politik, 
harus memperkokoh terjadinya sebuah integrasi bangsa dan jangan 
sampai dengan keberadaan undang-undang kepartaian tersebut 
memperlihatkan trend disentegrasi bangsa atau yang paling sangat 
minimal mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Partai 
Politik seharusnya lebih bertanggung jawab kepada rakyatnya dengan 
mewujudkan aspirasi rakyat dan melaksanakan apa-apa saja yang telah 
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan 
pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk 
mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, 
demokratis, dan berdasarkan hukum. 
Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk 
menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab, tak 
terelakkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal adanya 
Partai Politik sebagai suatu komponen dalam pelaksanaan kehidupan 
demokrasi sebagai sebuah sistem yang kita akui bersama. Kehadiran 
Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai 
sarana partisipasi partai politik masyarakat dalam upaya mewujudkan 
cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan 
demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi 
seluruh rakyat Indonesia1.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik belum 
optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat 
yang menuntut peran Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara serta tuntutan mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi 
yang bersifat nasional dan modern sehingga Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diperbaharui atau dengan kata 
lain perlu direvisi dan akhirnya kita ketahui bersama telah direvisi. 
Untuk itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik 
ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan 
menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah 
pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan 
kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokrasi internal Partai 
Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 
Partai Politik, Pendidikan politik, peningkatan kesetaraan gender dan 
kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan 
bernegara. 
Kelahiran partai politik sedianya adalah buah dari pertarungan 
ideologi antar kekuatan yang ada dalam masyarakat yang mucul 
sebagai representasi kepentingan warga negara. Hal ini buah dari 
                                                           
1 Tim redaksi FOKUSMEDIA, UNDANG-UNDANG POLITIK, Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm 184 
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konsekuensi dimana Indonesia adalah panggung politik semua warga 
negara terlibat dalam semua gerak pemebentukan sejarahnya. Dengan 
segala kekurangan dan kelebihannya, negara ini menjadi payung bagi 
segenap entitas bangsa yang ada didalamnya. Dialah yang 
memungkinkan kehidupan publik ini terus berjalan. Tanpa konsepsi 
mengenai Indonesia, segala bentuk pembangunan dalam kehidupan 
sosial tidak mungkin terwujud. 
Bila merujuk pada disiplin ilmu politik, akan tampak bahwa 
pembentukan partai didasarkan pada tiga teori2. Pertama, yang 
menyebutkan bahwa partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan 
eksekutif, yang ditentukan berdasarkan pengangkatan, untuk 
mengadakan kontak dan membina dukungan dengan masyarakat. 
Kedua, partai politik dibentuk akibat terjadinya transisi yang berakibat 
pada krisis legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Partai politik berfungsi 
mengatasi kebuntuan partisipasi dan integrasi di masyarakat. Ketiga, 
partai politik dibentuk atas dasar kebutuhan terhadap perubahan 
modernisasi sosial dan ekonomi.  
Ketiga teori itu memperlihatkan bahwa kehadiran partai politik 
sebagai “media antara“ dalam masyarakat untuk kepentingan 
masyarakat itu sendiri, bukan untuk kepentingan individu atau golongan 
                                                           
2 Ramlan Subakti dalam Firman Subagyo, Menata Partai Politik, Wahana Semesta Intermedia, 
2009, hal. vi 
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semata. Persoalannya kemudian, apa yang akan terjadi bila media ini 
macet alias tidak berfungsi ? dipastikan negara ini akan kacau balau. 
Ketika jagad politiknya diwarnai oleh – meminjam istilah Syafii Maarif – 
“politikus rabun ayam”, maka bangsa ini akan mengalami krisis 
kepemimpinan. 
Power tends to corrupt dan Ethics has no place in politics 
merupakan dua adagium klasik dalam disiplin ilmu politik yang 
berusaha memperlihatkan betapa mudahnya praktik-praktik politik kita 
terperangkap dalam kecenderungan subordinansi kepentingan pribadi 
atas kepentingan rakyat, dan ternyata terbukti bahwa dalam kenyataan 
politik masih ditandai oleh perilaku elit seperti itu.  
Dengan demikian, gagasan menatap partai politik adalah agenda 
yang mendesak, untuk meredam terjadinya instabilitas politik dan tentu 
tidak terlalu berlebihan bila melihat kenyataan politik saat ini di tanah 
air. Oleh karena itu, salah satu bentuk untuk terhindar dari terjadinya 
instabilitas politik maka tentunya pembentukan partai politik harusnya 
memiliki fungsi dan peran yang mampu menjaga eksistensinya sebagai 
“media antara” dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.  
Sehingga dalam Undang-Undang Partai Politik diamanatkan 
perlunya Pendidikan politik sebagai salah satu peran dan fungsi Partai 
politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang 
ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, 
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meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga Negara, serta 
meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
Untuk itu, Pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun 
karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa 
Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap 
nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, 
antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, 
keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi 
kepentingan bangsa3. 
Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2011 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 
tentang Partai Politik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3, 
Departemen Hukum dan HAM mempunyai kewenangan untuk 
menerima pendaftaran pembentukan dan pendirian partai politik 
sebagai badan hukum.   
Akhirnya, tuntutan perubahan atau mengevaluasi kinerja partai 
politik adalah suatu keharusan. Hal ini demi terwujudnya kehidupan 
yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dan dalam hal ini, timbul 
pertanyaan mendasar apakah yang menjadi landasan konstitusi 
tentang kedudukan atau eksistensi Partai Politik dalam system 
                                                           
3Tim redaksi FOKUSMEDIA, op.cit, hlm 185 
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ketataegaraan Indonesia dan bagaimana pula kelembagaan partai 
politik terkait pelaksanaan tugas konstitusionalnya. Sehingga penulis 
ingin menarik sebuah judul dalam penelitian ini yaitu “Kedudukan 
Hukum Partai Politik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas 
Konstitusional” 
 
B. Rumusan Masalah 
Agar diperolehnya suatu penggambaran serta untuk mencegah 
timbulnya penafsiran yang berbeda terhadap objek penelitian, maka 
perlu untuk menentukan rumusan masalah sebagai dasar untuk 
menghindari luasnya pembahasan. Berkenaan dengan hal tersebut, 
penulis berupaya membatasi masalah yang di teliti seperti yang 
tertuang dalam rumusan masalah berikut ini : 
1. Bagaimanakah kedudukan partai politik dalam sistem 
ketatanegaraan ? 
2. Bagaimanakah kelembagaan  partai politik terkait pelaksanaan 








C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum partai 
politik dalam sistem ke tatanegaraan  
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelembagaan partai politik 
terkait pelaksanaan tugas konstitusionalnya. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan 
ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya di 
bidang kelembagaan partai politik. 
2. Secara Praktis diharapkan penelitian ini memberi jawaban atas 
perdebatan dan argumen mengenai kedudukan partai politik 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menjadi 
referensi bacaan yang akan membantu mahasiswa Hukum 
Tata Negara yang ingin mengembangkan dan meneliti lebih 









A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi 
6. Sejarah Pertumbuhan Konstitusi 
Sejarah etimologis antara kata “konstitusi” , “konstitusional” , dan 
“konstitusionalisme” inti maknanya sama, namun penggunaan atau 
penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan 
mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), 
atau Undang-Undang Dasar suatu Negara. Dengan kata lain, segala 
tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan 
yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan 
(kebijakan) tersebut adalah tindak konstitusional. Berbeda halnya 
dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan 
kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi4. 
Dalam berbagai literatur hukum tata Negara maupun ilmu politik 
kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) 
terdiri dari : 
1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum. 
2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. 
                                                           
4 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 1991, hlm 521. 
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3. Peradilan yang bebas dan mandiri. 
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilita publik sebagai 
sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. 
Keempat prinsip atau ajaran di atas merupakan “mascot” bagi suatu 
pemerintahan yang konstitusional. Akan tetapi, suatu pemerintahan 
(Negara) meskipun konstitusinya sudah mengatur prinsip-prinsip di 
atas, namun tidak diimplementasikan. Dalam praktik penyelenggaraan 
bernegara, maka belumlah dapat dikatakan sebagai Negara yang 
konstitusional atau menganut paham konstitusi5. 
Catatan historis timbulnya Negara konstitusional, sebenarnya 
merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik unuk 
dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah 
disusun melalui dan oleh hukum, yaitu sejak zaman sejarah Yunani, di 
mana mereka telah mengenal beberapa kumpulan (semacam kitab 
hukum). Pada masa kejayaanya (antara tahun 624-404 S.M.) Athena 
pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles 
sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai 
Negara. Pemahaman awal tentang ”konstitusi” pada masa itu, hanyalah 
merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan 
semata-mata. Kemudian pada masa Kekaisaran Roma, pengertian 
                                                           
5Ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional ; memperluas partisipasi politik, member kekuasaan 
legislative pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter,...dan sebagainya. Lihat Adnan Buyung 
Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1995, hlm.16. 
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constitutionnes memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan 
ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau para 
preator. Termasuk di dalamnya pernyataan-pernyataan pendapat para 
ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan setempat, di samping 
undang-undang. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar 
sampai abad pertengahan. Di mana konsep tentang kekuasaan 
tertinggi (ultimate power) dari para Kaisar Roma, telah menjelma dalam 
bentuk L’Etat General di Perancis, bahkan kegandrungan orang 
Romawi akan ordo et unitas telah memberikan inspirasi bagi 
tumbuhnya paham: “Demokrasi Perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua 
paham inilah merupakan cikal bakal munculnya paham 
konstitusionalisme modern6. 
Pada zaman abad pertengahan, corak konstitusionalismenya 
bergeser kearah feodalisme. System feodal ini mengandung suatu 
pengertian bahwa tanah dikuasai oleh para tuan tanah. Suasana 
seperti ini dibarengi oleh adanya keyakinan bahwa setiap orang harus 
mengabdi pada salah satu tuan tanahnya. Sehingga raja yang 
semestinya mempunyai status lebih tinggi daripada tuan tanah, menjadi 
tidak mendapat tempat7. 
                                                           
6C.F Strong, Modern Political Constitutions, London, Sidgwick, & Jackson Limited, 1966, hlm.20 
7 Periksa dalm Koerniatmono Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya, Pro 
Jutitia, No.2 Tahun V, Mei 1987, hlm 23 
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Pada abad VII (zaman klasik) lahirlah piagam/konstitusi Madinah. 
Piagam Madinah adalah konstitusi Negara Madinah yang dibentuk 
pada awal masa klasik Islam, tepatnya sekitar tahun 622 M. 
Di Eropa Kontinental, pihak rajalah yang memperoleh kemenangan 
yaitu ditandai dengan semakin kokohnya absolutisme, khususunya di 
Perancis, Rusia, Pruia dan Austria pada abad ke-15. Gejala ini 
dimahkotai oleh ucapam L’Etat C’est moi-nya Louis XIV (1638-1715) 
dari Perancis. 
Lain halnya dengan Inggris, kaum bangsawan yang mendapat 
kemenangan dan sebagai puncak kemenangannya ditandai dengan 
pecahnya The Glorious Revolution (1688). Kemenangan kaum 
bangsawan dalam revolusi ista ini telah menyebabkan berkhirnya 
absolutism di Inggris, serta munculnya parlemen sebagai pemegang 
kedaulatan. Pada akhirnya 12 negara koloni Inggris mengeluarkan 
Declarations of Indepedence dan menetapkan konstitusi-konstitusinya 
sebagai dasar Negara yang berdaulat yaitu tepatnya pada tahun 1776. 
Deklarasi ini merupakan bentuk konkretisasi dari berbagai teori 
perjanjian. 
Perjalanan sejarah berikutnya, pada tahun 1789 meletus revolusi 
dalam Monarki Absolutisme di Perancis yang ditandai dengan 
ketegangan-ketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas 
keamanan Negara. Sampai pada akhirnya, 20 Juni 1789 Estats 
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Generaux memproklamirkan dirinya Constituante, walaupun baru pada 
tanggal 14 September 1791 konstitusi pertama di Eropa diterima oleh 
Louis XVI. Sejak itu, sebagian besar dari Negara-negara di dunia, baik 
monarki maupun republik, Negara kesatuan maupun federal, sama-
sama mendasarkan atas suatu konstitusi8. 
Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar dan hukum dasar yang 
mempunyai arti penting atau sering disebut dengan “Konstitusi 
Modern”, baru muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya 
“system demokrasi perwakilan dan konsep nasionalisme”. Demokrasi 
perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan 
kehadiran lembaga legislatif. Lembaga ini diharapkan dapat membuat 
undang-undang untuk mengurangi serta membatasi dominasi hak-hak 
raja. Alasan inilah yang mendudukkan konstitusi (yang tertulis) itu 
sebagai hukum dasar yang lebih tinggi daripada raja, sekaligus 
terkandung maksud memperkokoh Lembaga Perwakilan Rakyat. 
Pada giliran berikutnya, masa Perang Dunia I tahun 1914 telah 
banyak memberikan dorongan yang dahsyat bagi konstitusionalisme, 
yaitu dengan jalan menghancurkan pemerintahan yang tidak liberal, 
dan menciptakan negara-negara baru dengan konstitusi yang 
berdasarkan demokrasi dan nasionalisme. Upaya itu dikonkretkan 
                                                           




dengan didirikannya Liga Bangsa-Bangsa untuk perdamaian dunia. 
Tiga tahun kemudian muncul reaksi keras melawan konstitusionalisme 
politik yang ditandai dengan Revolusi Rusia (1979), diikuti meletusnya 
fasisme di Italia, dan pemebrontakan Nazi di Jerman, sampai pada 
akhirnya meletus perang dunia II9. 
 
2.  Pengertian Konstitusi 
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang 
berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan 
ialah pemebentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan 
suatu Negara10. 
Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan 
istilah yang dalam bahasa Belandanya Gronwet. Perkataan wet  
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan grond 
berarti tanah/dasar. 
Di Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai 
bahasa nasional, dipakai istilah Constitution yang dalam bahasa 
Indonesia disebut konstitusi11. 
                                                           
9C.F. Strong, Modern Political…, op.cit., hlm. 53-55. 
10Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, 
hlm. 10. 
11Sri Soemantri M., Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan 
Indonesia Dalam kehidupan Politik Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta. 
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Penyamaan pengertian antara konstitusi dengan Undang-Undang 
Dasar, sebenarnya sudah dimulai sejak Oliver Cromwell (Lord Protector 
Republik Inggris 1649-1660) yang menanamkan bahwa Undang-
Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah dan di 
sinilah timbul identifikasi dari penegrtian Konstitusi dan Undang-Undang 
Dasar. 
Sebaliknya perlu dicatat bahwa dalam kepustakaan Belanda 
(misalnya L.J. Van Apeldoorn) diadakan pembedaan antara 
penegertian Undang-Undang Dasar dengan konstitusi. 
Menurut E.C.S Wade dalam bukunya Constitusional Law  Undang-
Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-
tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan 
menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut12. Jadi 
pada pokoknya dasar dari setiap system pemerintahan diatur dalam 
suatu Undang-Undang Dasar. Penganut paham yang membedakan 
pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar antara lain 
Herman Heller dan F. Lasalle. Herman Heller13 membagi penegertian 
konstitusi menjadi tiga, yaitu:   
                                                           
12Wade and Philips, G. Godfrey, Constitusional Law, An Outline of the law and Practice of the 
Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative 
Law. Seventh ed, by E.C.S Wade and A.W. Bradley, London, Longmans, 1965. 
13Undang-Undang RI No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 
Tentang Partai Politik.  
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1. Die Polistiche verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. 
Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam 
masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung 
pengertian politis dan sosiologis. 
2. Die Verselbstandigte rechtverfassung. Konstitusi merupakan 
suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi 
mengandung pengertian yuridis. 
3. Die geshereibern verfassung. Konstitusi yang ditulis dalam suatu 
naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku 
dalm suatu Negara. 
Dari pendapat Herman Heller tersebut dapatlah disimpulkan bahwa 
jika pengertian undang-undang itu harus dihubungkan dengan 
pengertian konstitusi, maka artinya Undang-Undang Dasar itu baru 
merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang 
tertulis saja. Di samping itu, konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis 
semata-mata, tetapi mengandung pengertian logis dan politis. 
F. Lasalle dalam bukunya Uber Verfassungswesen14, membagi 
konstitusi dalam dua pengertian, yaitu: 
1. Pengertian sosiologis atau politis (sosiologische atau 
politische begrip). Konstitusi adalah sintesis faktor-faktor 
                                                           
14Undang-Undang RI No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 
Tentang Partai Politik.  
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kekuatan yang nyata (dereele machtsfactoren) dalam 
masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan 
antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata 
dalam suatu Negara. Kekuasaan tersebut di antaranya; raja, 
parlementer, kabinet, pressure groups, patai politik, dan lain-
lain; itulah yang sesungguhnya konstitusi. 
2. Pengertian Yuridis (yuridische begrip). Konstitusi adalah 
suatu naskah yang memuat semua bangunan Negara dan 
sendi-sendi pemerintahan. 
 Pendapat James Bryce sebagaimana dikutip C.F Strong dalam 
bukunya:  Modern Political Constitutions menyatakan konstitusi adalah : 
“Aframe of political society, organized through and by law, that is to say 
on in which law has established permanent institutions with recognized 
functions and define rights”15. 
 Dari defenisi di atas, pengertian konstitusi dapat disederhanakan 
rumusannya sebagai kerangka Negara yang diorganisasi dengan dan 
melalui hukum, dalam hal maka hukum menetapkan: 
1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang 
permanen. 
2. Fungsi dari alat-alat kelengkapan 
3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. 
                                                           
15C.F. Strong,Modern Political…, op.cit., hlm. 11 
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Kemudian C.F Strong melengkapi pendapat tersebut dengan 
pendapatnya sendiri sebagai berikut: Constiution is a collection of 
principles according to which the power of the government, the rights of 
the governed, and the relations between the two are adjusted. 
 Artinya, kontitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan 
asas-asas yang menyelenggarakan: 
1. Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas). 
2. Hak-hak dari yang diperintah. 
3. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut 
di dalamnya masalah hak asasi manusia).  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusionalisme diartikan 
sebagai suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan 
hak rakyat melalui konstitusi16. 
Pandangan lain, menurut Mc Ilwan sebagaimana dikutip Adnan 
Buyung Nasution, ada dua unsur fundamental dari paham 
konstitusionalisme, yaitu bats-batas hukum terhadap kekuasaan yang 
sewenang-wenangnya dan pertanggungjawaban politik sepenuhnya 
dari pemerintah kepada yang diperintah. Lebih lanjut menurut C.J Bax 
                                                           
16 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 521. 
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dan G.F.M van der Tang17  konstitusionalisme mengandung tiga 
pengertian esensial sebagai berikut:  
1. A state, or any system of government, must be founded upon 
law, while the power exercised within the state should 
conform to definite legal rules and procedures (the idea of 
constitution or fundamental law) 
(sebuah negara atau system pemerintahan apapun harus 
didirikan atas undang-undang, sedangkan kekuasaan yang 
dijalankan di dalam negara harus sejalan dengan peraturan-
peraturan dan prosedur hukum yang tegas (yang mengacu 
kepada Konstitusi atau Undang-Undang DASAR) 
2. The instutional structure of government should ensure that 
power resides with, or is dividied among, different branches 
which mutually control their exercise of power and which are 
obliged to co-operate (the ideas of mixed government, 
separation of powers, checks anda balances). 
(Bangunan institusional pemerintah harus memastikan bahwa 
kekuasaan berada ditangan, atau dibagi-bagi diantara, 
cabang-cabang yang berbeda yang saling mengontrol 
pelaksanaan kekuasaan mereka dan berkewajiban untuk 
                                                           
17 C.J Bax dan G.F.M van der Tang, ”Theses on CONTROL IN constitutional Law” dalam Carla M. 
Zoethout, Ger van der TANG, Piet Akkermans (editor), Control in Constitutional Law, Dordrecht, 
The Netherlands: Martinu Nijhoff Publishers, 1993, hlm. 88. 
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bekerja sama (gagasan mengenai pemerintahan campuran, 
pemisahan kekuasaan, system check and balances) saling 
periksa dan menjaga keseimbangan). 
3. The relationship between government and the individual 
members of society should be regulated in such manner that 
it leaves the latter’s basic rights and freedoms unimpaired.  
(Hubungan antara pemerintah dengan anggota perseorangan 
masyarakat sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga 
hubungan tersebut menjamin hak-hak dan kebebasan dasar 
yang disebut belakangan, anggota perseorangan 
masyarakat, tidak dilanggar). 
Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa ide 
konstitusionalisme sebagaimana bertumbuh-kembang di bumi aslinya, 
Eropa Barat mengandung dua esensi18: 
Esensi pertama, ialah konsep ”negara hukum” atau di negeri-negeri 
yang terpengaruh oleh system hukum Anglo Saxon disebut (the rule of 
law) yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara universal 
mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu hukum akan 
mengontrol politik (dan tidak sebaliknya).  
                                                           
18 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,Jakarta: 
elsam & huma, 2002, hlm.405. 
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Esensi kedua, ialah konsep hak-hak sipil warga negara yang 
menyatakan, bahwa kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi 
dan kekuasaan negara pun akan dibatasi oleh konstitusi, dan 
kekuasaan itu pun hanya mungkin memperoleh legitimasinya dari 
konstitusi saja. 
Ide konstitusionalisme kendati berasal dari bagian bumi belahan 
Barat, tetapi pada perkembangannya ternyata dapat diterima hampir di 
seluruh dunia. Dapat dikatakan ide konstitusionalisme salah satu 
diantara sedikit ide Barat yang dapat secaa tulus diterima di kawasan 
Asia, Afrika dan kawasan non-Barat. Ide ini ternayata terus 
berkembang dan diakomodir karena dianggap tepat (universal). 
Substansi dan ciri konstitusionalisme adalah menjaga eksistensi 
konstitusi yang didalamnya membatasi dan mengendalikan segala 
bentuk penyimpangan kekuasaan. Kesemua itu tertuang dalam 
konstitusi yang ada, dan bias jadi jika memang dikehendaki dapat 
diamandemen19. 
 
3.  Klasifikasi Konstitusi 
Seluruh konstitusi yang ada di dunia, baik yang masih berlaku 
mapun tidak, dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. 
                                                           




Menurut Leslie Wolf Philips sebagaimana diacu oleh Parlin M 
Mangunsong, berdasarkan sifat, konstitusi dapat diklasifikasikan 
menjadi: 
I. Konstitusi bersifat structural dan kuantitatif :  
1. Written-unwritten; codified-uncodified classification; 
2. Rigid-flexible; conditional-unconditional; 
3. Federal-unitary classification; 
4. Presidential – executive and parliamentary – executive 
classification; 
5. Monarchie-republican classification 
II. Konstitusi bersifat kualitatif 
1. Normative – nominal; stable-fragile classification; 
2. Public – private; political-activity-factor and related 




K.C Where20 yang berpendapat tentang macam-macam klasifikasi  
suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar namun pada intinya 
sebagai berikut:  
                                                           
20K.C. Where, Modern…, op. cit., hlm. 2-31. Untuk selanjutnya periksa dalam Disertasi Sri 
Soemantri M, Prosedur dan Sistem…, op. cit., hlm. 63. 
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1. Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan tertulis (written 
constitution and no written constitution); 
2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid (flexible constitution 
and right constitution); 
3. Konstitusi derajat-tinggi dan konstitusi tidak derajat-tinggi 
(supreme constitution and not supreme constitution) 
4. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (federal constitution 
and unitary constitution) 
5. Konstitusi system pemeritahan presidensial dan konstitusi 
system pemerintahan parlementer (presidential executive and 
parliamentary executive constitution). 
Pertama, yang dimaksud konstitusi tertulis ialah suatu konstitusi 
(UUD) yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa 
dokumen formal. Sedangkan konstitusi yang bukan dalam bentuk 
tertulis ialah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu 
dokumen formal. Seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan 
New Zaeland. 
Kedua, James Bryce dalam bukunya Studies in History and 
Jurisprudence memilih konstitusi fleksibel dan rijid secara luas. Dalam 
konteks ini, UUD 1945 dalam realitanya termasuk kontitusi yang rijid. 
Adapun ciri khusus dari konstitusi fleksibel menurut Bryce adalah: a. 
Elastis, b. diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti 
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undang-undang. Berbeda dengan cirri-ciri pokok dari konstitusi yang 
rijid, meliputi: (a) mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi 
dari peraturan perundang-undangan yang lain, dan (b) hanya dapat 
diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan 
persyaratan yang berat 21. 
Ketiga, yang dimaksud dengan konstitusi derajat tinggi ialah suatu 
konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Di 
samping itu, jika dilihat dari segi bentuknya, konstitusi ini berada di atas 
peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian juga syarat untuk 
mengubahnya lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Sementara 
konstitusi tidak derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang tidak 
mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. 
Persyaratan yang diperlukan untuk mengubah konstitusi jenis ini sama 
dengan persyaratan yang dipakai untuk mengubah peraturan-peraturan 
yang lain, umpamanya undang-undang. 
Keempat, klasifikasi yang berkaitan erat dengan bentuk suatu 
negara. Artinya, jika bentuk suatu negara itu serikat, maka akan 
didaptkan system pembagian kekuasaan antara pemerintah negara 
serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian kekuasaan 
tersebut diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya. Dalam 
negara kesatuan pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai, karena 




seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintah pusat, walaupun 
dikenal juga system desentaralisasi. 
Terakhir, klasifikasi konstitusi system pemeritahan presidensial dan 
system pemerintahan parlementer. C.F. Strong dalam bukunya, Modern 
Political Constitution22, mengemukakan bahwa di negara-negara dunia 
ini ada dua macam system pemerintahan yaitu Pertama, system 
pemerintahan presidensial yang mepunyai ciri-ciri pokok disamping 
mempunyai kekuasaan “nominal” sebagai Kepala Negara, presiden 
juga berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan (yang belakangan ini 
lebih dominan) juga terdiri dari : 
1. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, 
akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih 
seperti Amerika Serikat. 
2. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif. 
3. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan 
legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan. 




                                                           
22 C.F Strong, Modern Political…, op.cit., hlm.212-251. Selanjutnya periksa Sri Soemantri 
(Disertasi), op. cit., hlm. 65-66. 
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1. Kabinet yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk atau 
berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. 
2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkin 
sebagian adalah anggota palemen. 
3. Perdana menteri kabinet bertanggung jawab kepada 
parlemen. 
4. Kepala negara dengan saran atau nasihat perdana menteri 
dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan 
diadakannya pemilihan umum. 
 
4. Fungsi dan Kedudukan Konstitusi 
Berdasarkan pandangan yang dikemukakan K.C Wheare, 
C.F.Strong, Henc Van Maarseven, Lawrence Beer, M. Rosenfeld, Sri 
Soematri, E.C.S.Wade, William G.Andrews, dan Jimmy Asshiddiqie, 
menurut Komisi Konstitusi MPR RI23 kedudukan dan fungsi konstitusi 
adalah: 
1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (national 
document) yang mengandung perjanjian luhur, berisi 
kesepakatan-kesepakatan luhur, berisi pendidikan, kebudayaan, 
                                                           
23 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku I Naskah Akademik Kajian 
Komprehensif Komisi Konstitusi Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Jakarta, 2004, hlm. 12. 
26 
 
ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi 
tujuan negara. 
2. Konstitusi sebgai piagam kelahiran baru ( a birth certificate of 
new state).  
Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat 
Internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB, oleh Karen 
itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional 
ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian 
internasional. 
3. Konstitusi sebagai hukum tertinggi. 
Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu 
negara dengan system administrasinya melalui adanya 
kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya, 
unifikasi hukum nasional,social control, memeberikan legitimasi 
atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan 
tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ 
legislatif, eksekutif, dan yudisial. Konstitusi sebagai sumber 
hukum tidak saja berfungsi sebagai a tool of social engineering 
dan social control, melainkan juga harus mampu merespon 





4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. 
Konstitusi menjadi suatu saran untuk memperlihatkan berbagai 
nilai dan norma suatu bangsa dan negara, misalnya symbol 
demokrasi, persatuan, keadilan, kemerdekaan, negara hukum, 
yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan 
keberhasilan tujuan negara. 
Konstitusi suatu negara diharapkan dapat menyatakan persepsi 
masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya 
nilai identitas kebangsaan, persatuan dan kesatuan, perasaan 
bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. 
Konsitusi dapat memberikan pemenuhan atas harapan-harapan 
sosial, ekonomi, dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja 
mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam 
lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif dan yudisial, 
akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan 
hubungan (check and balance) antara aparat pemerintah di 
pusat maupun di daerah. 
5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. 
Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, 
mengendalikan perkembangan dan situasi poltik yang selalu 
berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya 
penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, 
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menjadi sangat penting diperhatikan seberapa jauh formulasi 
pasal-pasal dalam kosntitusi mengakomodasikan materi muatan 
pokok dan penting sehingga dapat mencegah timbulnya 
penafsiran yang beraneka ragam (ambiguitas). 
6. Konstitusi sebagai perlindungan HAM dan kebebasan warga 
negara. 
Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal ini 
merupakan pengejewantahan suatu negara hukum dengan ciri-
ciri equality before the law, non-diskriminatif dan keadilan hukum 
(legal justice) dan keadilan moralitas ( social and morl justice). 
7. Berungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 
8. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan 
negara ataupun kegiatan penyelenggaraan negara. 
9. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber 
kekuasaan yang asli ( yang dalam system demokrasi adalah 
rakyat) kepada organ negara. 
10. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan 
kebangsaan (identity and characteristic of nation). 




B. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi  
1.  Sejarah Demokrasi 
Dalam konteks sejarah, penerapan konteks demokrasi memberikan 
inspirasi negara-negara yang baru terlepas dari penjajahan 
kolonialisme Inggris, dan negara Eropa lainnya. Sebab negara seperti 
Eropa, Inggris, Amerika Serikat, telah menerpkan demokrasi sekitar 
abad 18-an. Ketika negara bekas jajahan itu merdeka dan 
mendapatkan pengakuan secara internasional, maka negara tersebut 
sebagian besar menerapkan konsep demokrasi termasuk juga di 
Indonesia. Namun dalam perkembangannya demokrasi memiliki makna 
yang lebih luas bahkan tuntutan masyarakat terhadap ide demokrasi 
tidak hanya menyangkut aspek kekuasaan saja, akan tetapi juga nilai-
nilai demokrasi dan bahkan berkembang kearah demokrasi sosial dan 
demokrasi ekonomi. Adapun penerapan demokrasi di Indonesia 
mengalami pasang surut baik ketika jaman Orde Lama (1945 s/d 1965) 
pada masa ini sering disebut “demokrasi pancasila” serta di Era 
Reformasi (1998 s/d sekarang) banyak kalangan menyebut “demokrasi 
liberal yang kebablasan” 24 
                                                           
24Bambang Istianto, Demokratisasi Birokrasi, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011,2013, hlm 24. 
Hemat penulis, dengan digunakannya demokrasi liberal pada masa reformasi telah memberikan 
efek pada pejabat negara yang tidak siap/dewasa dalam menghadapi system demokrasi. Imbasnya 
ketidakaturan tataran kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 
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 Di era reformasi kata demokrasi bergema lebih nyaring, dikarenakan 
selama rezim Orde Baru kata Demokrasi Pancasila hanya menjadi 
slogan, sedang yang dialami masyarakat adalah penekanan, 
ketakutan ancaman dan otoritarian, sehingga masyarakat apatis dan 
cenderung apolitis. Selama Orde Baru dengan model pemerintahan 
yang sentralistik dan otoriter tersebut maka stabilitas kekuasaan 
dijadikan untuk memperkuat posisi bagi pemegang kekuasaan para elit 
dan kelompok yang berada dipusaran kekuasaan. System 
pemerintahan yang sentralistik cenderung tidak demokratis, karena 
disamping hubungan dalam organisasi pemerintahan sangat hierarki, 
kritik dan beda pendapat dengan pemerintah tidak mendapat tempat. 
      Dalam lingkungan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan 
terpusat, yang bersifat “top down” disamping tidak efisien juga kurang 
memberikan motivasi, inovatif dan kreativitas bagi pemerintahan 
daerah yang berada dibawahya. Terutama dalam hal menangani 
permasalahan yang terjadi di daerah, selalu cenderung menunggu 
perintah dan instruksi dari pusat. Model demokrasi jaman Orde Baru 
disebut Demokrasi Pancasila, tetapi secara empristik makanya hampir 
sama dengan “demokrasi terpimpin” pada Orde Lama. Artinya proses 
demokrasi cenderung lebih banyak dikendalikan oleh para elite yang 
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berkuasa terutama “Presiden”. Dengan kata lain demokrasi masih 
sebatas milik para elite dan kelompok yang dekat dengan lingkaran 
kekuasaan “Presiden” . 
2.  Pengertian Demokrasi 
Demokrasi secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu “demos” yang 
berarti kekuasaan, dan “kratos” berarti orang-orang atau rakyat, 
dengan kata lain demokrasi yaitu rakyat yang berkuasa atau 
“government or rule by the people”.25  
Secara historis di Yunani Kuno, Romawi dan Italia “kata demorasi” 
disebut dengan istilah “Pemerintah Rakyat”. Dengan penggunan istilah 
pemerintahan rakyat orang Yunani seperti kita lihat, telah menciptakan 
istilah “demokrasi”. Sedang orang Romawi berdasarkan bahasa asli 
Latin mereka menanamkan pemerintahannya dengan nama “Republik” 
kemudian orang Italia memberikan nama “pemerintahan rakyat” yang 
terdapat di beberapa kota disebut “Negara Kota” mereka26. 
Sebagaimana diutarakan diatas, demokrasi memang menjadi 
harapan dan mungkin impian bagi sebagian masyarakat, barangkali 
sebagian kata demokrasi dianggap dapat menyelesaikan persoalan-
persoalan yang dihadapi oleh masyarakat baik persoalan mengenai 
konflik antara masyarakat dengan negara atau sebaliknya dan bahkan 
                                                           
25Budiardjo, Miriam, Pegantar Ilmu Politik, Penerbit PT.Gramedia,1977. 
26Robert A. Dahl. Modern Political Analysis, Prenticehall of India Private Limited, 1978. 
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antar kelompok dalam masyarakat bisa diselesaikan secara 
demokrasi. Karena hakekat demokrasi kekuasaan ada di tangan 
rakyat yang diwujudkan dalam kelembagaan negara. Jadi proses 
terbentuknya lembaga negara harus sesuai dengan keinginan 
masyarakat melalui cara-cara demokratis. 
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara 
di mana semua warga negara secara memiliki hak, kewajiban, 
kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan 
kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan 
negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan 
negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara 
langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (publik sphere) maupun 
melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur27. 
Dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk 
kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara 
tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat untuk kepentingan 
rakyat (from the people, by the people, to the people). 
Selain itu, beberapa ahli juga telah memberikan pengertian kepada 
demokrsi, antara lain28:  
 
                                                           
27Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Penerbit PT.Refika Aditama,2010 hlm 2. 
28Ibid, hlm 2. 
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1. Joseph Schmeter 
Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai 
suatu putusan politik di mana para individu memperoleh kekuasaan 
untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. 
2. Sidney Hook 
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana putusan-
putusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak 
langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan 
secara bebas dari rakyat dewasa. 
3. Philippe C. Schmitter 
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah 
dimintakan tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di 
wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak 
langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil 
mereka yang terpilih. 
Menurut Jean Baechler (1995)29 “Dalam sejarahnya, demokrasi 
belum pernah menjadi topik yang begitu hangat seperti sekarang”. 
Dalam sistem demokrasi yang paling tua dan mapan di Eropa dan 
Amerika, beberapa warga negara tengan menuntut pelaksanaan 
                                                           
29Baechler, Jean, Democrazy An Analitical Survey, First Published By The United Nations Education, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Paris, France 1995. 
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demokrasi yang lebih besar, sementara yang lainnya menuntut agar 
kesenjangan dalam demokrasi dihapuskan.  
Di negara-negara yang sistem demokrasinya lebih membangun 
suatu “demokrasi sejati” , yang lebih stabil efektif, di tempat-tempat di 
mana demokrasi belum sungguh-sungguh berakar, partai-partai 
oposisi mencita-citakan demokrasi dalam berbagai bentuk. Jadi makna 
demokrasi lebih memberikan perhatian pada lembaga-lembaga yang 
diperlukan untuk membangun demokrasi bisa stabil dan efektif dalam 
mengelola keinginan-keinginan masyarakat. Lazimnya dalam konsep 
negara modern lembaga kekuasaan terdiri dari lembaga legislatif, 
lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. 
 
3. Kriteria dan Nilai Demokrasi 
Kriteria demokrasi yang ideal menurut Robert A.Dahl30 dalam buku 
“Dilemas of pluralist democracy, autonomy vs control, yaitu terdapat 5 
(lima) kriteria yang dijadikan sebagai unsur nilai-nilai demokrasi sebagai 
berikut : 
1. Persamaan hak milik  
Dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa 
dari setiap warga negara seharusnya diperhatikan secara 
                                                           
30 Robert A Dahl, On Democrazy (Perihal Demokrasi), Penterjemah A. Rahman Zainudin, Penerbit 
Yayasan Obor Indonesia, 2011.. 
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berimbang dalam menentukan keputusan akhir. Oleh Karena itu 
hak pilih setiap warga negara merupakan jaminan bagi 
terselenggaranya keputusan kolektif yang menyangkut harkat 
dan martabat warga negara. Persamaan hak pilih sudah menjadi 
prioritas untuk mendapatkan perlindungan dalam hukum 
2. Partisipasi efektif 
Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif 
termasuk tahap penentuan agenda kerja, setiap warga negara 
harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk 
menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan 
kesimpulan terakhir. Oleh karena itu partisipasi merupakan 
esensi dukungan yang bersifat kolektif untuk mendukung proses 
legitimasi politik lebih kuat. 
3. Pembeberan kebenaran 
Dalam waktu yang memungkinkan, karena keperluan untuk 
suatu keputusan, setiap warga negara harus mempunyai 
peluang yang sama dan memadai untuk membutuhkan penilaian 
yang logis demi mencapai hasil yang paling diinginkan. Untuk itu 
pengambilan keputusan kolektif yang terbuka mampu 
memberikan informasi yang akurat terhadap seluruh proses 




4. Kontrol terakhir terhadap agenda 
Masyarakat harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk 
menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak harus 
diputuskan melalui proses yang memenuhi ketiga kriteria seperti 
yang disebut di atas. Kontrol menjadi sangat efektif jika ketiga 
kriteria tersebut telah menjadi hak politik warga negara yang 
dijalankan dengan kesadaran politik yang telah melembaga. 
5. Pencakupan  
Masyarakat harus meliputi semua orang dewasa dalam 
kaitannya dengan hukum, kecuali pendatang sementara. 
Memang pada hakekatnya hak politik warga negara diberikan 
ruang yang luas untuk bisa menyalurkan hak politiknya, 
sehingga kebijakan negara mampu mangkomodir dalam 
mencakup secara keseluruhan tanpa kecuali sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku. 
Meskipun lima kriteria tersebut di atas dalam realitasnya tidak 
mudah dilaksanakan, terutama di lingkungan masyarakat yang masih 
tradisional, dimana nilai-nilai hubungan antara rakyat dan penguasa 
masih bersifat vertikal dan primordialisme atau hubungan antar patron 
dan klien masih kuat.  
Pada umumnya tindakan penguasa belum memberikan ruang yang 
lebih luas bagi masyarakat dalam pelaksanaan hak masyarakat yang 
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terkait dengan pengambilan keputusan negara. Walaupun pembuatan 
kebijakan oleh badan legislatif bersama dengan eksekutif, seringkali 
hasil keputusan yang sudah berupa undang-undang tidak memuaskan 
masyarakat luas karena keinginan masyarakat terganjal oleh kekuatan 
politik di legislative yang lebih memperhatikan dan memperjuangkan 
kepentingan kelompoknya masing-masing atau kepentingan lain.  
Seperti contoh, undang-undang ketenagakerjaan terutama yang 
menyangkut “tenaga kontrak” atau “out sourching”. sampai saat ini 
masih menajdi tuntutan kaum buruh di Indonesia untuk dihapuskan, 
karena dianggap menguntungkan kepentingan kelompok pengusaha. 
Persepsi buruh atau karyawan sistem kontrak dianggap merugikan 
karena disamping dianggap merugikan karena disamping 
menimbulkan ketidakpastian, posisi tawar lemah, kesempatan kerja 
yang relatif rendah dan sebagian besar keahlian para tenaga kerja 
masih rendah membuat sulit berpindah pekerjaan. 
Demokrasi bukan hanya berkonotasi pada suatu sistem yang 
diterapkan kepada sekumpulan manusia yang kumpul bersama-sama 
diikat oleh suatu kepentingan tertentu, sehingga mereka bersatu. 
Kelompok masyarakat luas dalam suatu negara bukanlah kelompok 
kepentingan seperti kelompok orang-orang yang datang ke suatu 
lapangan untuk sama-sama ingin melihat sebuah permainan sepak 
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bola. Sehingga satu orang dengan lainnya harus duduk tertib dan 
semua orang dapat menikmati permainan sepak bola tersebut31. 
Dalam hal ini, anggota-anggota dari kelompok tersebut bersatu 
seperti bersatunya lidi-lidi dalam sebuah sapu lidi yang diikat 
seadanya. Demokrasi dalam sebuah negara lebih sekedar dalam 
sebuah kumpulan lidi-lidi dalam sebuah ikatan sapu lidi, karena 
manusia-manusia di dalamnya bukanlah sekelompok lidi-lidi. Tetapi 
demokrasi lebih dari itu, harus dapat merajut manusia-manusia yang 
memiliki berbagai kepentingan yang satu sama lain seringkali saling 
berlawanan. Dalam sebuah masyarakat politik, manusia yang satu 
bisa menjadi sahabat bagi yang lainnya, tetapi terlebih sering di antara 
mereka saling memangsa. 
4.  Macam dan Jenis Demokrasi 
Macam dan jenis sebutan mengenai demokrasi menurut Jeff 
Haynes (1997)32 menyebutkan macam-macam demokrasi yaitu: 
demokrasi formal, demokrsi substansif dan demokrasi permukaan 
(façade) dengan penjelasan sebagai berikut : 
1. Demokrasi formal (formal democracy) 
                                                           
31Fuady, Op.Cit., 6. 
32Hayness, Jeff, Democracy And Civil Society In The Third World Politics And New Political 




Demokrasi formal ditandai dengan pemilihan umum yang teratur, 
bebas dan adil. Kompetitif biasanya ditandai dengan tidak 
digunakannya paksaan secara berlebihan oleh negara terhadap 
masyarakat. Secara teoritis lewat pertanggungjawaban 
pemerintah terhadap yang diperintah (warga negara) melalui 
kotak suara, dan ditegakkan “Rule of Law”. Ada kebebasan sipil 
dan politis yang cukup untuk menjamin kompetisis dalam 
pemilihan umum. 
Istilah demokrasi formal dalam pemikiran masyarakat saat ini 
mungkin bisa disamakan dengan istilah demokrasi prosedural, 
artinya bahwa persyaratan formal bagi berjalannya demokrasi 
sudah terpenuhi. Seperti misalnya: adanya partai politik yang 
jumlahnya lebih dari 2 (dua), diselenggarakannya pemilu oleh 
pemerintah secara rutin, dan sebagainya. Namun hasinya belum 
bisa memenuhi standar demokrasi yang bemutu atau 
berkualitas. Dengan kata lain penyelenggaraan pemilu 
seharusnya dikaitkan dengan kualitas hasil pemilu yaitu wakil 
rakyat atau pemimpin pemerintahan yang profesional dan 
kompeten. 
2. Demokrasi permukaan (façade democrazy) 
Demokrasi “permukaan” merupakan hal yang umum di dunia 
ketiga, tampak luarnya memang demokrasi tetapi sama sekali 
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tidak memilih substansi demokrasi. Jika istilah demokrasi 
permukaan ini dianalogikan dengan situasi dan kondisi 
kehidupan politik di Indonesia, yaitu lebih tepat situasi di era orde 
baru. Karena semua kriteria dan nilai demokrasi sudah 
terpenuhi, namun secara prinsip dalam kehidupan masyarakat 
lebih menonjol tindakan yang lebih represif dan otoriter dari 
penguasa dan kurang terjaminnya dalam mengembangkan 
kebebasan berekspresi, disamping itu terjadi pelanggaran HAM 
misalnya; melakukan penculikan terhadap aktivis politik dan 
bahkan sampai saat ini mereka masih dinyatakan “hilang”, 
sehingga dengan berbagai bentuk tindakan pemerintah Orba 
pada masa itu yang otoriter dan reprisif, membuat kontrol 
masyarakat lemah. Apabila kontrol masyarakat akan mudah 
terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. 
Dengan demikian demokrasi permukaan dapat dikatakan 
“demokarsi semu”, seolah-olah demokrasi padahal yang 
dirasakan masyarkat mencerminkan tindakan yang tidak sesuai 
dengan nilai demokrasi. 
3. Demokrasi substansif (substansive democracy) 
Demokrasi substansif memperluas ide demokrasi di luar 
mekanisme formal. Ia mengintensifkan konsep dengan 
memberikan penekanan pada kebebasan dan diwakilinya 
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kepentingan melalui forum publik yang dipilih atas dasar 
partisipasi kelompok. Ia merupakan pendalaman demokrasi 
dimana semua warga negara mempunyai akses yang mudah 
pada proses pemerintahan dan suara di alam pengambilan 
keputusan secara kolektif. Istilah demokrasi substansif ini 
memang dikembangkan dalam pemikiran yang lebih memiliki 
substansi demokrasi, dalam arti tidak hanya pada aspek 
politiknya saja. Akan tetapi demokrasi substansial ini sudah 
mampu memberikan ruang demokrasi yang lebih luas yaitu 
demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi.  
 
5.  Partisipasi Rakyat Dalam Demokrasi 
Demokrasi yang berarti pemerintahan oleh rakyat, maka dalam 
suatu proses pemerintahan demokratis tersebut, haruslah dilibatkan 
rakyat untuk berpartisipasi. Proses partisipasi rakyat untuk mengatur 
negaranya agar berkembang dalam berbagai versi dari masa ke masa. 
Suatu fenomena yang sebenarnya tidak sepenuhnya benar yang 
berkembang adalah bahwa demokrasi klasik dapat melibatkan 
rakyatnya secara langsung, seperti demokrasi modern, referendum, 
atau demokrasi kota sedangkan demokrasi modern melibatkan rakyat 
tidak secara langsung, tetapi melalui dewan perwakilan rakyat. Sekali 
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lagi, fenomena ini adalah tidak selamnya benar yang bisa dilihat dalam 
argumentai sebagai berikut : 
1. Masih banyak sistem demokrasi yang memperkenankan rakyat 
berpartisipasi langsung, bukan hanya untuk masalah pemilihan 
wakilnya atau pemilihan kepala negara maupun kepala daerah 
saja tapi juga untuk masalah-masalah yang dianggap memiliki 
efek penting bagi rakyat. 
2. Untuk negara-negara kecil, seperti negara kota ( misalnya 
Singapura, Vatikan, dan lain-lain) ataupun negara dengan 
penduduknya relatif kecil, sistem referendum malahan sangat 
efektif, mengingat jumlah penduduk negaranya yang tidak 
banyak. 
Dengan demikian sistem demokrasi langsung bukan hanya 
monopoli dari demokrasi klasik, melainkan juga dalam hal-hal tertentu 
yang dipraktekkan secara baik di berbagai negara pada zaman modern.  
Tentang masalah bagaimana sebenarnya hakikat dan aplikasi 
tentang partisipasi yang mesti diberikan oleh rakyat dalam suatu 
proses demokrasi, beberapa ahli sudah memberikan pandangan dan 
analisisnya antara lain adalah Rousseau. Rousseau mengatakan 
bahkan menyoroti partisipasi rakyat terhadap suatu demokrasi dengan 
mengaitkan pada keadaan ekonomi tertentu, yakni keadaan ekonomi 
yang sama dan mandiri. Disamping itu, atas dasar keadaan kesamaan 
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dan kemandirian ekonomi tersebut, dapat menimbulkan kesamaan dan 
kemandirian masyaratkat sehingga selanjutnya dapat diharapkan 
timbulnya kemandirian dan kesamaan politik termasuk kemandirian 
dan kesamaan dalam menjalankan hak-hak politik rakyat.  
Sistem partisipasi rakyat dalam proses demokrasi menurut teori 
Rousseau dapat diartikan sebagai berikut : 
1. Partisipasi dalam teori Rousseau adalah partisipasi dalam 
membuat suatu keputusan. 
2. Dalam teori pemerintahan representative dimaksudkan sebagai 
sarana untuk melindungi kepentingan pribadi dan menjamin 
sebuah pemerintahan yang baik. 
Rousseau juga berpandangan tentang adanya hubungan yang erat 
antara faktor partisipasi dengan faktor kontrol dimana kedua faktor 
tersebut diikat oleh faktor kebebasan. Bahkan secara ekstrim 
Rousseau mengatakan bahwa manusia dapat saja dipaksa untuk 
menjadi bebas, dan kebebasan disini dapat saja berarti suatu 
kepatuhan terhadap hukum yang telah ditentukannya sendiri. 
Obedience to law one prescribe to one self33. 
Dengan demikian, partisipasi rakyat bagi suatu proses demokrasi 
begitu pentingnya, sehingga partisipasi tersebut menjadi suatu ikon 
bagi demokrasi, tanpa partisipasi rakyat dalam suatu proses 
                                                           
33 Carole Pateman, dalam Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, 2010, hal. 41. 
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pemerintahan sulit dikatakan disana ada demokrasi. Di negara 
demokrasi modern, partisipasi rakyat yang sesungguhnya terjadi 
melalui suatu pemilihan umum. Karena itu, pemilihan umum 
mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam suatu negara 
demokrasi.  
Pemilihan umum merupakan mekanisme yang paling utama 
terhadap demokrasi. Bahkan sering dikatakan bahwa pemilihan umum 
merupakan roh dari demokrasi. Partisipasi rakyat dalam suatu proses 
demokrasi dilakukan dengan berbagai cara, baik secara tradisional, 
konvensional dan non konvensional. Cara tradisional, partisipasi rakyat 
dilakukan dengan jalan semua rakyat beramai-ramai memutuskan 
segala hal yang penting, yang di zaman modern mirip dengan sistem 
referendum. 
Partisipasi rakyat dalam sistem yang tergolong konvensional, antara 
lain dilakukan dengan jalan pemberian suara dalam suatu pemilihan 
umum melalui voting, ikut dalam kegiatan kampanye, atau kontak 
langsung dengan pejabat politik atau pejabat negara, misalnya melalui 
audiensi.  
Sedangkan partisipai rakyat dalam proses demokrasi yang 
tergolong non konvensional, antara lain dilakukan melalui pengajuan 
protes, petisi, demonstrasi, seminar dan loka karya, panggung terbuka 
pengajuan pendapat melalui media massa, referendum, coffe morning 
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pejabat dengan rakyat, makar, tindakan kekerasan politik, perang 
saudara bahkan revolusi. 
Ada dua model demokrasi yang mempunyai korelasi dengan 
partisipasi rakyat, yaitu demokrasi transformatif dan demokrasi 
transaksional. Dengan demokrasi transformatif, rakyat berpartisipasi 
untuk memilih wakilnya atau pemimpinnya secara cerdas melalaui 
suatu pemilhan umum yang baik dimana pada gilirannya diharapkan 
terpilih wakilnya atau pemimpinnya yang baik dan bagus. Selanjutnya, 
para pemimpin yang bagus itu menjalankan visi, misi, dan program 
pemerintahan secara transformatif, dan berani tidak popular di mata 
rakyat dan berani ambil resiko, sehingga mendapatkan hasil yang baik 
yang akan dinikmati oleh rakyat.  
Sedangkan dalam demokrasi transaksional, rakyat juga memilih 
wakilnya dan pemimpinya, tetapi yang lebih berkuasa adalah partai 
politik atau orang-orang politik, yang mempunyai tujuan utama adalah 
mengejar kekuasaan atau keuntungan pribadi. Kemudian para 
pemimpin negara menjalankan programnya dalam bentuk suatu koalisi 
atau transaksional dengan para petinggi partai atau petinggi politik, 
sambil selalu mendengar, memperhatikan suara serta aspirasi anggota 
koalisi dan menjalankan politik dagang sapi tersebut disepanjang 
proses pemerintahannya. Tujuannya, agar koalisi tidak terpecah 
sehingga dukungan politik terhadap pemimpin negara tersebut menjadi 
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kuat. Bagi pemimpin dalam demokrasi transaksional, memperhatikan 
suara anggota koalisi jauh lebih penting dari pada memperhatikan 
suara rakyat banyak. 
Karena itu, yang sering terjadi adalah bahwa dalam sistem 
demokrasi transaksional, rakyat banyak diserupakan dengan 
sederatan angka statistik yang hanya diperlukan ketika menghitung 
suara dalam pemiliha  umum atau diperlukan kehadirannya ketika 
sang pemimpin berkampanye. Tidak lebih dari itu. 
  
C. Partai Politik 
1.  Sejarah Terbentuknya Partai Politik 
Partai politik di Indonesia telah muncul pada dasawarsa kedua abad 
ke-20 di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Artinya, partai 
telah hadir pada saat ke-Indonesiaan atau identitas nasional belum 
terumuskan. Proses perumusan ini baru dimulai akhir tahun 1920-an, 
dengan simbolisasi peristiwa Sumpah Pemuda. Kehadiran partai politik 
pada masa penjajahan Belanda ini telah menjadi kekuatan perlawanan 
menentang penjajahan34, atau sebagai Pembina kesadaran nasional 
                                                           
34Daniel Dhakidae, “Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia”, Prisma, No.12,Desember 
1981, dalam Analisa Kekuatan Politik di Indonesia; Pilihan Artikel Prisma (Jakarta:LP3ES,1988), 
cetakan kedua, h. 189,197. 
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dan mengarahkan masa untuk mencapai kemerdekaan35, atau sebagai 
manifestasi bangkitnya kesadaran nasional36. 
Dalam sejarah kepartaian dari zaman penjajahan Belanda hingga 
era reformasi, telah diterapkan beberapa sistem kepartaian, yaitu 
sistem multipartai di masa jajahan Belanda, sistem tanpa partai di masa 
pendudukan Jepang, system partai tunggal (partai negara) segera 
setelah proklamasi kemerdekaan (1945), kembali ke sistem multipartai 
terbatas, yang terbagi dalam system 10 partai di masa Demokrasi 
Terpimpin atau Orde Lama dan awal Orde Baru (1959-1973) dan 
sistem tiga partai di masa Orde Baru (1973-1998) 37, serta kembali ke 
sistem multipartai terbuka sejak reformasi politik tahun 1998 hingga 
sekarang-yang diharpakan akan menjadi tahap sejarah atau system 
multipartai sederhana.  
Masa Penjajahan Belanda 
Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di 
Indonesia (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya 
kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang 
bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang 
                                                           
35Ramalan Surbakti, op.cit., h. 115. 
36
Miriam Budiarado, “Mencari Sistem Kepartaian yang Cocok”, dalam Miriam Budiaradjo (ed), 
Partisipasi…, h.257.  
37Sistem Kepartaian Di Masa Orde Baru dimana ada hanya dau partai politik dan Golongan Karya 
(Golkar) yang menolak disebut sbagi partai, dinamai oleh para ilmuwan politik sebagai system 
partai tunggal atau system satu setengah partai , karena system kepartaian dan pemiliha umum 
dirancang hanya untuk memunculkan Golkar menjadi “partai” mayoritas di parlemen. . 
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berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan 
Partai Politik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional 
untuk Indonesia merdeka. 
Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan 
manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi 
bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat, gerakan ini oleh 
beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 
terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional 
di bawah pimpinan M. Husni Thamrin, PPBB (Perhimpunan Pegawai 
Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan  Prawoto dan Indonesische 
Natinale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin. 
Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai 
politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada 
tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari 
GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari 
partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islam) yang 
merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk 
tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan 
gabungan organisasi buruh38. 
 





Masa Pendudukan Jepang 
Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya 
golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, 
yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. 
Masa Merdeka (mulai 1945) 
Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka 
kesempatan besar untuk mendirikan partai politik, sehingga 
bermunculanlah partai-partai politik di Indonesia. Dengan demikian kita 
kembali kepada pola sistem banyak partai. 
Pemilu 1955 memunculkan 4 partai besar, yaitu: Mayumi, PNI, NU 
dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai 
masa kejayaan partai politik, karena partai politik  memainkan peranan 
yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem 
parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan dengan 
baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, 
sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program 
kerjanya. Sebagai akibat pembangunan tidak dapat berjalan dengan 
baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 
1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin. 
Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai 
dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. 
Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, 
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Agama dan Komunis) yang diawali oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa 
Demokrasi Terpimpin ini Nampak sekali bahwa PKI memainkan 
peranan bertambah kuat, terutama melalui G 30 S/PKI akhir September 
1965) 
Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai 
dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi 
terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi 
kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan 
umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 
3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) 
serta PNI. 
Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai 
politik. Empat partai politik Islam, yaitu: NU, Parmusi, Partai Serikat 
Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan 
(PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai 
Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan 
Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada 
tahun 1977. Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesai yang 






2.   Pengertian Partai Politik 
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk 
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan 
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, 
serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 194539. 
Partai politik yaitu organisasi politik yang menjalani ideology tertentu 
atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok 
yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-
nilai, dan cita-cita yang sama40. 
Sedangkan defenisi partai politik menurut ilmuwan politik yaitu41: 
Friedrich mengatakan bahwa “partai politik sebagai kelompok 
manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk 
merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi 
pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan tersebut akan 
memberika kegunaan materil dan idil kepada para anggotanya”. 
Soltau mengatakan bahwa partai politik sebagai kelompok warga 
negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai 
suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk 
memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan 
kebijakan umum yang merek buat.  
 
                                                           
39Undang-Undang RI No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 
Tentang Partai Politik.  
40http://kakarisah.wordpress.com/2010/03/09/perkembangan-partai-politik-diakses-
padatanggal20September-jam20.00.  
41 ibid  
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3. Dasar Hukum Partai Politik 
 
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendirian 
partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga 
negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris 
(Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik) dalam hal ini 
partai politik harus dan wajib menyertakan 30% perwakilan perempuan 
dalam kepengurusannya42. 
Undang-Undang tentang Partai politik yang berlaku sekarang ini 
sudah memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk 
menyalurkan hak politiknya yang telah diamanahkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu 
Hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Di samping itu, 
dalam hal pendirian partai politik juga bahwa Undang-Undang Partai 
Politik dikeluarkan tentunya dimaksudkan agar dalam teknis dilapangan 
tidak terjadi hal-hal yang justru merugikan, baik dari pihak negara 
maupun dari pihak masyarakat. Syarat-syarat yang ditentukan dalam 
Undang-Undang Partai Politik adalah guna terorganisirnya partai yang 
ada. Sedangkan sarana dan prasarana yang harus ada nantinya akan 
memudahkan negara dalam hal pengawasan.  
                                                           
42Undang-Undang RI No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 
Tentang Partai Politik. Lihat pasal 2 dan pasal 3 pada Bab II yang menjelaskan tentang syarat 
mendirikan partai politik. 
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Misalnya mengenai pengesahan partai politik sebagai badan hukum 
maka hal ini merupakan pelaksanaan pasal 28 UUD NRI 1945 yang 
memberikan jaminan pada masyarakat dalam hal kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul. Pengaturan ini dimaksud guna menjamin 
agar penggunaan seseorang atau sekelompok orang tidak 
mengganggu kebebasan seseorang atau sekelompok orang lainnya. 
Selain itu ketentuan tersebut dimaksudkan untuk membangun partai 
politik yang berkualitas, mandiri, dan mengakar di masyarakat. 
Pengaturan itu, menurut mayoritas hakim mahkamah konstitusi 
diperlukan bagi negara yang sedang berada dalam proses pematangan 
demokrasi.  
Dengan demikian, tidak satupun dari pasal-pasal itu ( Pasal 2 & 
Pasal 3 ) dapat ditafsirkan sebagai pengekangan atau pembatasan 
terhadap kebebasan untuk mendirikan partai politik, tetapi hanya 
pengaturan tentang persyaratan pemberian status hukum partai politik 
sehingga berstatus sebagai badan hukum yang dapat diakui secara sah 
dan bertindak dalam lintas hukum. Demikian pula pengaturan itu tidak 
dapat dipandang diskriminatif karena berlaku terhadap semua partai 
politik. 
Kehadiran partai politik merupakan manifestasi kesadaran nasional 
untuk mencapai perlindungan terhadap hak-hak warga masyarakat 
dalam menjalankan kehidupan dalam sistem demokrasi. Olehnya salah 
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satu ruh demokrasi yakni pemilihan umum harus tetap ada dan terus 
berlanjut mengingat pejuangan dalam menerapkan sistem demokrasi 
dari masa ke masa.  
Secara historis peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai partai politik sebagai landasan yuridisnya antara lain:  
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1955). 
3. Undang-Undang No. 7 Pnps Tahun 1959 Tentang syarat-syarat 
dan penyederhanaan kepartaian. 
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 1960 Tentang Pengakuan, 
Pengawasan, dan Pembubaran partai-partai. 
5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan 
Golongan Karya. 
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan 
Golongan Karya. 
7. Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik. 
8. Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. 
9. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.   
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10. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik. 43 
 
4.  Fungsi Partai Politik 
Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan 
pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan 
partai dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengethui prinsip 
partai, program kerj partai, atau pun gagasan partainya untuk 
menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti ini 
menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang 
mendukungnya. 
a. Partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai menyalurkan 
aneka ragam pendapat atau spirasi masyarakat. Partai 
melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (interest 
aggregation) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam 
bentuk yang teratur (interest articulation). Rumusan ini dibuat 
sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan 
kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan 
kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat. 
b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai memberikan 
sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena 
                                                           
43Lihat id.m.wikipedia.org. partai politik, dikunjungi pada tanggal 25 Sept 2014. 
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(kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah 
masyarakat. Sosialisasi politik mencakup juga proses 
menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke 
generasi berikutnya. Bahkan, partai politik berusaha 
menciptakan image atau citra bahwa ia memperjuangkan 
kepentingan umum. 
c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik 
berfungsi mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam 
kegiatan politik sebagai anggoata partai. 
d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di tengah 
masyarakat terjadi berbagai perbedaan pendapat, partai politik 
berupaya untuk mengatasinya. Namun, semestinya hal ini 
dilukakan bukan untuk kepentingan pribadi atau partai itu sendiri 
melainkan untuk kepentingan umum44. 
(1) Tujuan umum Partai Politik adalah45: 
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
                                                           
44http://kakarisah.wordpress.com/2010/03/09/perkembangan-partai-politik-diakses-
padatanggal20September-jam20.00.  
45Undang-Undang RI No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 
Tentang Partai Politik. (Pasal 1 dan pasal 2)  
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b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan 
Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 
d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah: 
a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat 
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan 
pemerintahan; 
b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 
c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
(3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diwujudkan secara konstitusional. 
 
Dari fungsi partai politik tersebut di atas maka sangat jelas bahwa 
partai politik mempunyai fungsi dalam ketatanegaraan Republik 





5.  Badan hukum partai politik 
Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu 
badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan 
perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, 
dapat digugat atau menggugat di depan hakim. 
E.Utercht, badan hukum (rechtspersoon), yaitu badan yang  
menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, 
selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak 
yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia46. 
Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan tentang pengertain badan 
hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut: 
a. Perkumpulan orang (organisasi); 
b. Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) 
dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking); 
c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri; 
d. Mempunyai pengurus; 
e. Mempunyai hak dan kewajiban;  
f. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. 
Oleh karena itu, badan hukum atau rechtpersoon seperti subjek 
hukum seperti diuraikan diatas dapat dibedakan atas badan hukum 
publik dan badan hukum publik (pribadi). Menurut C.S.T Kansil dan 
                                                           
46Chaidir Ali, Badan Hukum,Bandung: PT.Alumni,hal:20-21  
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Cristine S.T Kansill (Jimly Asshiddiqie 2005:76) menjelaskan bahwa 
antara lain badan hukum publik (publik rechts person) adalah badan 
hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut 
kepentingan publik atau orang banyak atau Negara pada umumnya. 
Selanjutnya Kansil menjelaskan juga antara lain bahwa badan hukum 
privat merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil 
atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang dalam 
hukum itu. 
Suatu badan hukum dapat dikatakan sebagai badan hukum publik 
ataupun badan hukum privat tergantung pada konteks atau peristiwa 
atau hubungan hukum yang melibatkan badan hukum itu sendiri 
sebagai subjeknya. Badan hukum itu dapat dilihat dari segi kepentingan 
hukum yang  diwakilinya atau pada tujuan aktivitas yang dijalankannya. 
Jika dilihat dari segi kepentingan , maka badan hukum dapat dikatakan 
sebagai badan hukum publik, bukan kepentingan orang per orang. 
Namun apabila kepentingan yang menyebabkan badan hukum dibentuk 
berdasarkan kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum 
tersebut sebagai badan hukum privat atau perdata. Dengan 
hubungannya dengan partai politik, sebagai badan hukum dilihat dari 
maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam menderikan partai politik 
tersebut jika partai politik didirikan dengan maksud dan untuk bergerak 
di bidang lapangan hukum publik, sehingga badan hukum partai politik  
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disebut sebagai badan hukum publik dan tidak dapat disebut badan 
hukum privat. 
Namun, partai politik yang kegiatannya bergerak di lapangan hukum 
publik dapat pula secara bersamaan berfungsi sebagai badan hukum 
privat (perdata). Partai politik yang didirikan memang bukan untuk 
tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang berifat perdata. 
Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang 
dilakukannya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun hal-
hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat 
perdata. 
Sebagai badan hukum, partai politik dapat pula melakukan kegiatan-
kegiatan dalam bentuk perdata. Misalnya, mendapatkan hak atas tanah 
atau bangunan kantor, mengadakan jual beli barang bergerak dan 
sebagainya. Oleh karena itu semua kegiatan terebut bersifat perdata 
dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat pula 
bertindak sebagai badan hukum yang sah. Meskipun menjalankan 
kegiatan yang bersifat perdata, namun partai politik tidak dapat 
dikatakan badan hukum perdata sebab partai politik menjalankan 
kegiatan yang berkenaan dengan kepentingan rakyat. 
 
 





A. Jenis Penelitan 
Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum 
normatif (normative legal research) yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku 
atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. 
Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu 
penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-
undangan dan bahan pustaka47.  
Pada penulisan ini peneliti mengkaji aspek hukum terhadap 
kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam 
undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik serta untuk 
memberikan solusi terhadap peran partai politik sebagai pelakon dalam 
perbaikan sistem ketatanegaraan. 
 
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  
Bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum 
normatif adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari sumber 
kepustakaan yaitu terdiri dari : 
                                                           
47Soerjono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. 2003. Hal, 56 
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1. Bahan hukum primer : yaitu bahan hukum yang bersifat 
autoritatif artinya mempunyai autoritas. Di dalam penelitian ini 
penulis mengkaji ketentuan yang berasal dari peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan partai 
politik. 
2. Bahan hukum sekunder : yaitu semua publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi 
atas : 
a. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan 
mengenai kedudukan partai politik dalam melaksanakan 
tugas konstitusional.  
b. Hasil-hasil penelitian tentang kedudukan partai politik 
dalam sistem ketatanegaraan. 
c. Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian 
peneliti.  
 
d. Tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian 
peneliti. 
e. Kamus hukum.  
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3. Bahan-bahan non hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder yang terdapat dalam penelitian yaitu : 
a. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
b. Kamus Hukum. 
c. Ensiklopedia. 
d. Tulisan yang terkait dengan penelitian ini. 
 
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum  
Metode pengumpulan bahan hukum adalah dilakukan dengan cara 
menggali kerangka normatif dengan menggunakan bahan hukum yang 
membahas tentang teori-teori hukum yang berkaitan dengan 
kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder 
dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan 
berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan 







D. Analisis Bahan Hukum  
Bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan akan 
diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan 
dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang 
diinginkan berupa jawaban atas kedudukan partai politik dan peran 
fungsinya secara konstitusional. 
Adapun pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni 
menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum 
untuk permasalahan yang bersifat konkrit yang sedang dihadapi. 














A. Kedudukan Partai Politik dalam sistem Ketatanegaraan  
Perubahan politik Indonesia adalah episode-episode sejarah yang 
patut di catat. Ini akan memberikan landasan kontekstual bagi 
pengembangan demokrasi di masa depan. Orde lama pernah 
menerapkan apa yang dimaksud sebagai demokrasi terpimpin, 
sementara Orde baru mengusung demokrasi pancasila. Dan reformasi 
disebut sebagai era perubahan. 
Orde Lama 
Dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 3 
November 1945 yang menganjurkan dibentuknya partai politik, sejak 
saat itu berdirilah puluhan partai. Partai Politikhasil dari Maklumat 
Pemrintah 3 November 1945 berjumlah 29 buah, dikelompokkan dalam 
4 kelompok partai berdasarkan ketuhanan, kebangsaan, Marxisme dan 
kelompok partai lain-lain yang termasuk adalah Partai Partai Demokrat 
Tionghoa Indonesia dan Partai Indo Nasional. Partai-Partai peserta 
pemilu yang tidak berhasil meraih kursi disebut sebagai “Partai Gurem”, 
partai yang tidak jelas power base-nya. Sementara itu ada partai yang 
berhasil meraih kursi melakukan penggabungan-penggabungan dalam 
pembentukan fraksi. Sampai saat ini perkembangan kepartaian 
66 
 
mengalami proses seleksi alamiah berdasarkan akseptabilitas 
masyarakat. Jumlah partai yang semula puluhan banyaknya, terseleksi 
hingga belasan saja. Jumlah yang mengecil itu bertahan sampai 
dengan berubahnya iklim politik dari alam demokrasi liberal ke dalam 
demokrasi terpimpin. Pada tanggal 14 April 1961 Presiden Soekarno 
mengeluarkan Keputusan Presiden No.128 Tahun 1961 tentang partai 
yang lulus seleksi, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Pertindo, Partai 
Murba, PSII, Arudji dan IPKI dan Partai yang menyusul yaitu Partai 
Perkindo, Partai Islam Perti48.  
Jadi, pada waktu itu Partai Politik yang boleh bergerak hanya 10 
Partai saja, karena Partai Politik yang lain dianggap tidak memenuhi 
defenisi tentang Partai atau dibubarkan karena tergolong Partai Gurem. 
Tetapi jumlah partai yang tertinggal 10 buah itu berkurang satu pada 
tahun 1964. Presiden Soekarno atas desakan PKI dan antek-anteknya, 
membubarkan Partai Murba dengan alasan Partai Murba merongrong 
jalannya revolusi dengan cara membantu kegiatan terlarang seperti 










Perkembangan Partai Politik setelah meletus G. 30 S/PKI, adalah 
dengan dibubarkannya PKI dan dinyatakan sebagai organisasi 
terlarang di Indonesia. Menyusul setelah itu Pertindo juga menyatakan 
bubar. Dengan demikian Partai Politikyang tersisa hanya 7 buah, tetapi 
jumlah itu bertambah dua dengan direhabilitasnya Murba dan 
terbentuknya partai Muslimin Indonesia. Golongan Karya yang berdiri 
pada tahun 1964, semakin jelas sosoknya sebagai kekuatan sosial 
politik baru.  
Dalam masa Orde Baru dengan belajar dari pengalaman Orde 
Lama lebih berusaha menekankan pelaksanaan Pancasila secara 
secara murni dan konsekuen. Orde baru berusaha menekankan politik 
dengan format baru. Artinya menggunakan sistem politik yang lebih 
sederhana dengan member peranan ABRI lewat fungsi sosialnya. 
Partai Politik yang terdengar yang terdengan dalam MPR sesudah 
pemilu 1971 menghendaki jumlah partai diperkecil dan dirombak 
sehingga partai tidak berorientasi pada ideology politik, tetapi pada 
politik pembangunan. Presiden Soeharto juga bersikeras melaksanakan 
perombakan tersebut. Partai-partai yang berhaluan Islam meleburkan 
diri dalam partai-partai non Islam berfungsi menjadi Partai Demokrasi 
Indonesia (PDI). Dengan demikian semenjak itu di Indonesia hanya 
terdapat tiga buah organisasi politik yaitu PPP, Golkar dan PDI. 
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Era Reformasi  
Perubahan yang menonjol adalah besarnya peran partai politik 
dalam pemerintah, keberadaan partai politik sangat erat dengan kiprah 
para elit politik, mengerahkan massa politik, dan kian mengkristalnya 
kompetisi memperebutkan sumber daya politik. Hakikat reformasi di 
Indonesia adalah terampilnya partisipasi penuh kekuatan-kekuatan 
masyarakat yang disalurkan melalui partai-partai politik sebagai pilar 
demokrasi. Oleh karena itu tidak heran dengan adanya UU No. 2 Tahun 
1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 31 Tahun 2002 
yang memungkinkan lahirnya partai-partai baru dalam percaturan 
kepartaian di Indonesia. Namun dari sekian banyak partai hanya ada 5 
partai yang memperoleh suara yang signifikan yaitu Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 
Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat 
Nasional (PAN). 
Harapannya adalah dengan kehadiran banyak partai itu jangan 
sampai justru menambah ruwetnya sistem pemerintahan NKRI. 
Ruwetnya pemerintahan ini mengakibatkan bangsa Indonesia akan 
banyak mengalami kendala untuk segera keluar dari krisis 
multidevresional yang sudah berjalan. Pada pasal 1 ayat 2 Amandemen 
UUD 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 
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Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi 
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetepi dilaksanakan menurut 
ketentuan UU No. 23. Untuk menindak lanjuti pasal 1 ayat 2 
Amandemen UUD 1945 tersebut dibuatlah UU No. 23 Tahun 2003 
tentang Pemilihan Presiden Langsung. 
Dalam penjelasan antara lain diuraikan bahwa salah satu wujud dari 
kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum baik untuk 
memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih 
Presiden dan Wakil Presiden yang semuanya dilaksanakan menurut 
Undang-Undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 6A UUD 1945 menyatakan 
bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan 
secara langsung oleh rakyat, dan pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden diusulkan oleh partai politik gabungan-gabungan partai politik 
peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum“. Presiden dan 
Wakil Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang 
dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan 
Adil, yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang 
bersifat nasional tetap dan mandiri. 
Dalam negara-negara modern di dunia setelah abad 18, seperti di 
Eropa dan Amerika telah menerapkan konsep demokrasi. Jika sistem 
demokrasi sebagai anti thesa  dari sistem kerajaan (Monarchi Absolut), 
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maka demokrasi dipahami sebagai “kekuasaan dipegang oleh orang 
banyak”. Pada teori “trias politica” dari John Locke maupun 
Monthesque, kekuasaan dalam negara dibagi menjadi tiga yaitu; 
kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan kekuasaan Yudikatif49. 
Jika ketiga kekuasaan tadi dipegang oleh 1 (satu) orang yaitu 
“seorang Raja”, maka sistem pemerintahannya disebut “monarchi” atau 
kerajaan”. Jika ketiga kekuasaan dipegang oleh sedikit orang secara 
terbatas hanya dari kalangan bangsawan menganut faham 
“aristhocracy” atau disebut dengan “oligarchy”. Sedangkan suatu 
negara menganut faham demokrasi yaitu “kekuasaan dipegang oleh 
orang banyak”. Dengan kata lain ketiga kekuasaan tersebut diduduki 
oleh banyak orang dari semua lapisan masyarakat secara terpisah atau 
disebut “separation of power”, dan atau kekuasaan itu terbagi tiga 
kekuasaan atau “distribution of power”. 
Dalam negara demokrasi kedudukan ketiga kekuasaan eksekutif, 
legislatif dan yudikatif, memiliki kedudukan yang sama dan seimbang 
atau dalam kamus politik disebut “Balance of Power”. Masing-masing 
memiliki fungsi saling melengkapi, legislatif sebagai pembuat kebijakan 
dan yudikatif sebagai penguji materi kebijakan serta eksekutif sebagai 
pelaksana kebijakan. Keseimbangan ketiga kekuasaan dalam teori 
politik disebut “ Check and Balance of Power”. Artinya bahwa ketiga 
                                                           
49Bambang Istianto,Op.cit hal 23. 
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kekuasaan memiliki kedudukan yang sama sehingga saling melakukan 
kontrol secara seimbang supaya tidak terjadi “abuse of power” dalam 
penyelenggaraan kekuasaan negara. 
Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial, di mana 
kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan 
kekuasaan legislatif50. Rod Hague berpendapat bahwa pemerintahan 
presidensil terdiri dari 3 unsur: 
1.  Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan 
mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.  
2. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang 
tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.  
3. Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan 
badan legislatif 
UUD NRI Tahun 1945 Pasal (28) yang berbunyi “Kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 
tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang” dapat 
terwujudkan salah satunya dengan cara pembentukan Partai Politik 
dalam sistem Ketatanegaraan. Dimana pembentukan Partai Politik ini 
dapat mewakili sebahagian atau seluruh kepentingan rakyat banyak. 
Dengan adanya dasar hukum di atas maka dibentuklah Undang-




Undang Partai Politik sebagai salah satu cara untuk mendirikan suatu 
Partai. 
Dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 
(2) tahun 2008 Tentang Partai Politik BAB II Pembentukan Partai Politik 
Pasal (2) dan pasal (3) disebutkan sebagai berikut : 
Pasal 2 
(1) Partai politik didirikan dan dibentuk oelh paling sedikit 50 (lima 
puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua 
puluh satu) tahun dengan akta notaris. 
(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh 
perseratus) keterwakilan perempuan. 
(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat 
pusat. 
(4) AD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) memuat paling 
sedikit: a. Asas dan ciri Partai Politik 
b. Visi dan misi Partai Politik 
c. Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik 
d. Tujuan dan Fungsi Partai Politik 
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e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan 
keputusan 
f. Kepengurusan Partai Politik 
g. Peraturan dan keputusan Partai Politik 
h. Pendidikan politik 
i. Keuangan Partai Politik 
(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 
Pasal 3 
(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi 
badan hukum 
(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
Partai Politik harus mempunyai : 
a. Akta notaris pendirian Partai Politik  
b. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai 
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, 
lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh 
Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
c. Kantor tetap 
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d. Kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) 
dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang 
bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah 
kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang 
bersangkutan dan 
e. Memiliki rekening atas nama Partai Politik  
Secara umum undang-undang partai politik yang ada saat ini sudah 
memberikan peluang yang besar kepada warga masyarakat Indonesia 
dalam hal pendirian partai politik51.  
Setelah Partai Politik mendaftarkan dirinya pada notaris dan 
memiliki akta notaris sesuai dengan persyaratan pembentukan Partai 
Politik yang telah diuraikan di atas maka Partai Politik disini secara 
otomatis sebagai badan hukum perdata. Di mana dalam badan hukum 
keperdataan ialah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas 
pernyataan kehendak dari orang-perorangan.  
Ada beberapa macam badan hukum perdata antara lain : 
a) Perkumpulan (vereniging) diatur dalam pasal 1653 KUHPerdata, 
juga stb. 1870-64 dan Stb, 1929-570, 
b) Perseroan terbatas (PT) diatur dalam pasal 36 KUHDagang, 




c) Rederij diatur dalam pasal 323 KUHDagang 
d) Kerkgenootschappen diatur dalam Stb. 1927-156, 
e) Koperasi diatur dalam UU Pokok Koperasi No. 12 Tahun 1967 
f) Yayasan, dan lain sebagainya. 
Dalam hal akta notaris pada aturan di atas harus memuat AD 
(Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) yang memuat 
asas dan tujuan partai politik. Asas partai politik dan cirinya tidak boleh 
bertentangan dengan asas Negara yaitu Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. 
Setelah memiliki akta notaris, kemudian Partai Politik di daftarkan ke 
Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk memperoleh 
status sebagai badan hukum. Badan hukum yang dimaksud disini  
menurut R.Soeroso adalah suatu perkumpulan orang-orang yang 
mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan 
yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. 
Badan hukum disebut sebagai subjek hukum karena memiliki hak-
hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu timbull 
dari hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. 
Badan hukum juga memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari 
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kekayaan anggotanya, turut serta dalam lalu lintas hukum, serta dapat 
menggugat dan digugat di muka pengadilan52.  
Dalam praktik, verifikasi dilakukan untuk mendapatkan badan 
hukum sebagai partai politik. Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi, 
partai politik disahkan sebagai badan hukum. Tujuan verifikasi pada 
tahap tersebut membuktikan terpenuhi atau tidaknya syarat sebagai 
badan hukum. Dengan terpenuhinya syarat yang sudah ada partai 
politik dinyatakan sah berbadan hukum. Selama tidak dibubarkan atau 
membubarkan diri , status badan hukum yang dikeluarkan Menteri 
Hukum dan HAM tetap melekat pada partai politik yang bersangkutan. 
Adapun verifikasi sebagai peserta pemilu merupakan proses 
pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah partai 
politik  untuk mengikuti pemilihan umum. Verifikasi itu ditujukan sebagai 
upaya membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat 
dalam kepesertaan pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk 
mendorong partai politik  membuktikan kemampuan menjadi peserta 
pemilu. Karena itu, syarat kepesertaan partai politik dalam mengikuti 
pemilu jauh lebih berat jika dibandingkan dengan syarat untuk 
memperoleh status badan hukum53. 





Seperti diketahui bersama, guna menjadi peserta Pemilu 2009 
Partai Politik hanya disyaratkan memiliki kepengurusan minimal 2/3 
jumlah provinsi dan memiliki kepenguruan minimal 2/3 jumlah 
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Untuk pemilu 2014, 
syarat itu diperberat menjadi memiliki kepengurusan di sebuah provinsi, 
memiliki pengurus minimal di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi 
yang bersangkutan, dan memiliki kepengurusan minimal di 50% di 
jumlah kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan. 
Dengan adanya Undang-Undang Pemilu sebagai salah satu ajang 
demokrasi dimana dilaksanakannya suatu pemilihan umum dengan 
mengikutsertakan Partai Politik sebagai alat atau kendaraan untuk ikut 
dalam suatu kompetisi yang dimana nantinya akan menjadi wakil rakyat 
untuk menjalankan tugas negara sesuai dengan amanat dalam 
Undang-Undang dan untuk kesejahteraan rakyat banyak di negara ini. 
Pemilu dilaksanakan untuk menentukan kecenderungan  umum 
masyarakat dalam menilai dan memberi mandat kepada seseorang 
atau sekelompok orang untuk melaksanakan sebuah program kerja 
tertentu yang dirasa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat banyak. Melalui kesaman mendasar ini, seharusnya partai 




Peserta pemilihan umum itu dapat bersifat kelembagaan atau 
peroranagan calon wakil rakyat. Peserta pemilihan umum merupakan 
perorangan apabila yang dicalonkan adalah bersifat pribadi54. Akan 
tetapi,meskipun calon itu bersifat pribadi, biasanya mesin politik untuk 
mendukung pencalonan dan kegiatan kampanye tetap diperlukan 
bersifat kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud itulah yang 
biasanya disebut partai politik, yaitu organisasi yang secara sengaja 
dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, dan sebagainya. 
Oleh karena itu, partai politik terkait erat dengan kegiatan pemilihan 
umum. Bahkan,dapat dikatakan partai politik itu merupakan pilar yang 
penting dalam sistem demokrasi perwakilan yang secara periodik 
menyelenggarakan pemilihan umum. 
Kewajiban partai untuk melahirkan pemimpin ideal di tiap-tiap 
daerah ini terkait erat dan bagaimana membangun citra partai secara 
positif. Rakyat Indonesia semakin hari semakin cerdas. Proses 
demokrasi telah membuat rakyat semakin fasih bicara politik dan 
kebijakan publik pemerintah. Semakin hari, rakyat semakin mengerti 
bahwa mereka memiliki hak dan tanggung jawab dalam proses politik 
ini.  
                                                           
54Lihat mengenai ketentuan calon peserta pemilu, baik itu bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD, 




Kelahiran partai politk sedianya adalah buah dari pertarungan 
ideologi antar kekuatan yang ada dalam masyarakat. Ia muncul sebagai 
representasi kepentingan warga negara. Kebutuhan-kebutuhan sosial 
yang sebelumnya tidak ada harus semakin dipenuhi. Demokratisasi dan 
kebebasan sudah menjadi angan-angan publik yang segera harus 
dipenuhi. Aspirasi warga masyarakat tidak mungkin lagi dikekang 
sebab laju perkembangan hubungan antar manusia semakin canggih. 
Partai politik lahir sebagai wadah bagi ekspresi dalam proses 
pengambilan kebijakan publik55 
Partai politik juga merupakan tiang dari demokrasi. Di masa modern, 
demokrasi dengan sistem keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam 
pengambilan kebijakan publik harus didelegasikan dalam pembentukan 
partai-partai politik. Efisiensi kerja demokrasi dibutuhkan agar aspirasi 
masyarakat luas benar-benar tersalurkan dengan cara ikut serta dalam 
setiap penyelenggaran negara contohnya saja ikut dalam proses 
demokrasi pemilihan umum. 
Disini terlihat peran partai politik telah memberikan kontribusi yang 
signifikan bagi sistem perpolitikan nasional dalam sistem 
ketatanegaraan,  terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia 
yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai 




politik dapat ditingkatkan, maka hal ini dapat berpengaruh besar 
terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik.  
Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, 
kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak 















B. Kelembagaan Partai Politik terkait Pelaksanaan Tugas 
Konstitusional 
Partai Politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang 
sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peranan 
penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan 
dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai 
politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan 
oleh Schattscheider “Political parties created democracy”. Oleh karena 
itu partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat 
derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam 
setiap sistem politik yang demokratis56. 
Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan 
bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip check and 
balances dalam arti yang luas. Semua itu tentu berkaitan erat dengan 
dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam 
kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu 
pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip 
kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan 
bermasyarakat demokratis yang bersangkutan. 
                                                           
56Schattschneider, E.E, The Semisovereign Pople: A.realist’s view of democrazy in America, (Illionis: 
The Dryden Press Hinsdale,1975) 
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Tentu saja, partai politik merupakan salah satu dari bentuk 
pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, 
pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di 
samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam 
wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan 
berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik seperti 
lembaga swadaya masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan 
(ORMAS) dan lain sebagainya57. 
Partai politik juga sangat berperan dalam proses dinamis 
perjuangan nilai dan kepentingan (value and interests) dari konsisten 
yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks 
bernegara. Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam 
proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang 
menghubungkan antar warga negara dengan institusi-institusi 
kenegaraan. 
Menurut Neumann, ada dua faktor yang mempengaruhi sifat 
demokratis atau diktatorial dari suatu partai yaitu tipe kepemimpinan 
dan tingkat partisipasi. Pemimpin institusional merupakan karakter 
kepemimpinan yang diperlukan dalam suatu demokrasi, yang 
kualitasnya bergantung bukan saja pada pemilikan akan keahlian, 
                                                           
57Jimly Asshiddiqie, 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta 
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pengetahuan, dan judgement, pandangan yang jauh kedepan, 
keteguhan hati dalam melaksanakan keputusan atau kebijakan, 
kemampuan untuk menciptakan kohesi sosial dan memberikan arahan 
kepada kekuatan-kekuatan sosial, tetapi kepada sifat-sifat 
keseimbangan fikiran, tidak suka pada ekspresi kekerasan, dan mampu 
menyebarkan (faculty of spreading) konsilasi atas semua pihak 
Pemimpin yang bertipe personal, dalam rezim-rezim diktator, 
biasanya cenderung melemahkan atau menafsirkan eksistensi institusi-
institusi politik, peranan keals, aturan hukum, dan kepercayaan pada 
tertib politik (order) yang rasional. Pemimpin personal atau kharismatik 
ini berdiri di atas klaim bahwa ia bekerja untuk Tuan dan kejayaan 
bangsa, serta menyukai puji-puji oleh massa yang emosional, yang 
memimpikan suatu keajaiban atau mukjizat dari seorang pemimpin. 
Berangkat dari devenisi partai politik, terutama dalam devenisi 
Undang-Undang No.2 Tahun 2011 terlihat bahwa partai politik 
mempunyai fungsi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Dari 
fungsi-fungsi partai politik secara normatif maka akan terlihat apa tugas 
pokok dari partai politik tersebut58. 




Menurut UU No. 2 Tahun 2008 pasal (11) ayat (1) dan (2) sebagai 
berikut : 
(1) Partai politik berfungsi sebagai sarana : 
a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar 
menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan 
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara; 
b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 
c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik 
masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan 
negara; 
d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan 
e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik 
melalui mekanime demokrasi dengan memeperhatikan 
kesetaraan dan keadilan gender. 
(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
diwujudkan secara konstitusional. 
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Dari fungsi partai politik di atas sangatlah jelas bahwa partai politik 
mempunyai fungsi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia terutama 
dalam aspek demokrasi. Dimana dalam aspek demokrasi ini 
menekankan masyarakat supaya sadar akan hak dan kewajibannya 
sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara 
Fungsi yang kedua adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi 
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan 
masyarakat. Disini terlihat bahwa partai politik memiliki peran untuk 
menjaga kestabilan iklim yang kondusif, di mana masyarakat akan 
merasa nyaman dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara. Iklim 
yang kondusif ini yang akan melahirkan kesatuan dan persatuan di 
dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Dengan kesatuan dan 
persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan 
mudah menciptakan tujuan bangsa, yaitu mensejahterakan 
masyarakat. 
Fungsi yang ke tiga adalah penyerap, penghimpun, dan penyalur 
aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan 
kebajikan negara. Dari fungsi yang ke tiga mempunyai ide pokok partai 
politik adalah sarana aspirasi politik bagi masyarakat untuk ikut 
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, misalkan 
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pembentukan Undang-Undang. Undang-Undang yang baik adalah 
mencakup nilai-nilai filosofis dan sosiologis, sehingga akan mudah 
dalam penerapannya dalam masyarakat karena Undang-Undang 
tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Fungsi yang ke empat ini tidak jauh berbeda dengan fungsi partai 
politik yang ke tiga yaitu partiipasi politik warga negara Indonesia. 
Partai politik yang menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan 
politik warga negara Indonesia sendiri. Perwujudan partisipasi inilah 
yang mempunyai cara yang berbeda-beda, yang antara lain adalah 
bagi warga negara yang ingin menjadi pelayan masyarakat atau ingin 
menjadi pejabat, maka dengan sarana partai politik hal tersebut akan 
bisa terwujud. Karena fungsi yang ke lima adalah rekrutmen politik 
dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi 
dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 
Fungsi-fungsi ini dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional. 
Dalam pengertian ini adalah cara-cara yang digunakan partai politik 
haruslah mempunyai pengaturan sehingga tidak menyimpang dengan 




Dilihat dari kelembagaan partai politik itu sendiri di Indonesia seperti 
Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai 
Bulan Bintang (PBB) dan lain sebagainya. Ada yang diiringi oleh 
perpecahan, ada pula yang belum sama sekali berhasil mengadakan 
forum Kongres, Musyawarah Nasional, dan Muktamar. 
Derajat pelembagaan organisasi juga dapat dilihat dari segi 
organizational differentiation. Dalam hal ini, yang perlu dilihat adalah 
seberapa jauh organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik yang 
bersangkutan berhasil mengorganisasikan diri sebagai instrument untuk 
memobilisasi dukungan konstituennya.  
Dalam sistem demokrasi dengan banyak partai politik, aneka ragam 
aspirasi dan kepentingan politik yang saling berkompetisi dalam 
masyarakat memerlukan penyaluran yang tepat melalui pelembagaan 
partai politik. Semakin besar dukungan yang dapat dimobilisasikan oleh 
dan disalurkan aspirasinya melalui suatu partai politik, semakin besar 
pula potensi partai politik itu untuk disebut terlembagakan secara tepat. 
Oleh karena itu, struktur internal partai politik penting untuk disususn 
secara tepat. Di satu pihak, ia harus sesuai dengan kebutuhan untuk 
mobilisasi dukungan dan penyaluran aspirasi konstituen. Di pihak lain, 
struktur organisasi partai politik juga harus disesuaikan dengan format 
organisasi pemerintahan yang diidealkan menurut visi partai politik 
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yang dimintakan kepada konstituen untuk memberikan dukungan 
mereka. Semakin cocok struktur internal organisasi partai itu dengan 
kebutuhan, makin tinggi pula derajat pelembagaan organisasi yang 
bersangkutan. 
Partai politik sedianya adalah cerminan dari keragaman masyarakat. 
Ia mewakili ideologi dan kepentingan warga negara. Biasanya, partai 
politik menggunakan basis-basis kultural, ekonomi, maupun primordial 
agama sebagai ideologi dasarnya. Semuanya berdasar pada 
kecenderungan umum yang ada di dalam masyarakat sebuah negara. 
Dengan begitu, sebenarnya demokrasi adalah refleksi langsung dari 
keragaman masyarakat itu sendiri. 
Sinegritas Partai dan Negara  
Sebagai sebuah bentuk refleksi langsung, seyogianya partai dan 
negara berdiri pada posisi yang sama, yakni harus menyuarakan 
kepentingan rakyat. Negara juga sebetulnya adalah perwakilan 
langsung dari kepentingan-kepentingan publik masyarakat. Pemilu 
dilaksanakan untuk menentukan kecenderungan umum masyarakat 
dalam menilai dan memberi mandat kepada seseorang atau 
sekelompok orang untuk melaksanakan sebuah program kerja tertentu 
yang dirasa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 
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Partai-partai pemenang Pemilu akan menjadi penguasa atau 
pemerintah dalam jangka waktu tertentu, sementara partai yang kalah 
akan  menjadi oposisi. Hubungan ini sering dimaknai dan dipraktikkan 
dalam bentuk gerakan kontraproduktif, di mana pemerintah akan 
selamanya menyudutkan pihak oposisi, dan oposisi akan selalu 
mencari celah untuk menjatuhkan pemerintah. 
Pada ranah konstitusi, demokrasi mejadi satu-satunya sistem ketika 
semua aktor politik terbiasa dengan kenyataan bahwa konflik politik 
akan diselesaikan menurut aturan yang berlaku dan bahwa 
pelanggaran terhadap aturan-aturan itu tidak akan efektif dan 
mengundang resiko yang besar59. 
Pendidikan Politik untuk Pemilih Rasional 
Pendidikan politik untuk terciptanya pemilih rasional sangat penting 
bagi proses politik demokratis. Demokrasi seyogianya adalah 
seperangkat sistem dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup 
warga negara. Melalui sistem pemilihan umum, warga negara 
diharapkan mampu menentukan pilihan yang terbaik untuk memilih 
wakil-wakil, dengan satu harapan, wakil-wakil tersebut bisa 
menyalurkan aspirasi mereka. 
                                                           
59Juan J.Linz dan Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition hal5.. 
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Indonesia sudah memiliki sistem demokrasi yang cukup baik 
dengan tersedianya institusi-institusi demokrasi yang memadai. 
Demokrasi memang mengandaikan sebuah partisipaasi warga negara 
dalam semua prosesnya. Proses demokrasi harus dipahami, bukan 
hanya terbatas pada Pemilu. Demonstrasi menuntut perbaikan nasib 
adalah aktivitas publik yang bisa dikategorikan partisipasi politik, karena 
para demonstrasi berusaha mendesakkan aspirasinya menjadi 
kebijakan publik. 
Para elite kadangkala tidak memberikan solusi terhadap persoalan 
masyarakat yang ada. Para elite bahkan sibuk memancing konflik 
dengan segala bentuk menuver destruktif. Apapun dihalalkan untuk 
menarik simpati warga. Pada titik inilah negara dan partai-partai politik 
yang ada harus melakukan pembenahan signifikan sampai kepada 
level yang paling bawah.  
Ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh para elite, baik yang 
berkuasa maupun tidak: 
 Pertama, pendidikan politik secara langsung. Pendidikan politik 
secara langsung ini diperlukan untuk memberi pemahaman kepada 
warga negara arti pentingnya demokrasi dengan segala perangkatnya. 
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Warga negara harus menegerti betul akan tugas dan kewajibannya. 
Sebab dengan ituah mereka bisa memperbaiki nasib. 
Kedua, pendidikan politik melalui contoh konkret. Pemerintah dan 
semua elite politik harus mampu memberi contoh yang ideal kepada 
seluruh rakyat. Negara hanya akan stabil jika rakyat masih percaya 















A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dikemukakan sebelumya, Penulis menyimpulkan bahwa: 
1. UUD NRI Tahun 1945 Pasal (28) yang berbunyi 
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 
dalam undang-undang” dapat terwujudkan salah satunya 
dengan cara pembentukan Partai Politik dalam sistem 
Ketatanegaraan. Dimana pembentukan Partai Politik ini dapat 
mewakili sebahagian atau seluruh kepentingan rakyat banyak. 
Dengan adanya dasar hukum di atas maka dibentuklah 
Undang-Undang Partai Politik sebagai salah satu cara untuk 
mendirikan sebuah Partai. Sebuah Partai dikatakan sebagai 
badan hukum publik apabila Partai Politik menjalankan tugas 
yang berkaitan dengan kenegaraan sesuai dengan konstitusi 
yang ada contohnya ikut terlibat langsung dalam pemilihan 
umum. 
2. Partai politik merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan 
sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, 
dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Partai 
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politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-
proses pengambilan keputusan bernegara, yang 
menghubungkan antar warga negara dengan institusi-institusi 
kenegaraan. 
B.   Saran  
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, Penulis memberikan 
beberapa saran, yaitu: 
1. Undang-undang kepartaian yang merupakan fondasi bangunan 
suatu sistem politik, harus memperkokoh terjadinya sebuah integrasi 
bangsa dan jangan sampai dengan keberadaan undang-undang 
kepartaian tersebut memperlihatkan trend disentegrasi bangsa atau 
yang paling sangat minimal mewujudkan stabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan. 
2. Partai Politik seharusnya lebih bertanggung jawab kepada rakyatnya 
dengan mewujudkan aspirasi rakyat dan melaksanakan apa-apa 
saja yang telah dijanjikan pada rakyat pada masa kampanye, 
karena kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini partai politik 
hanya berperan penting pada saat masa pemilu saja dan juga partai 
politik harus saling bahu membahu antara partai politik yang satu 
dan yang lainnya  dalam melaksanakan pembangunan dan 
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